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HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH, HUKUM PROGRESIF 
DAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Maksum Syahri Lubis 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMA 

syahri lubis@yalloo.co.id 

ABSTRACT 
The concept of govunance was emerged precisely in the context of the failure of government 
a.r lrly player In regulation, economic redistribution and political participation. Governance 
ts therefore aimed to emphMize pattern of governing which are based both on democratic 
mechanl.Jm and sound development management. However, practices of such good 
govunance concept -which are mainly adopted and promoted by donor states and agencies 
- tend to degrade stat~ and/or government authority and legitimacy. Traditional function of 
the state as sole facilitator of equal societal, political and legal membership among citizens 
Nu been diminished The logic of fair competition has been substituted almost completely by 
the logic of free competition in nearly all sectors of public life. 
Keywords: local covernment law, progressive law 

PENDAHULUAN 
Sejak bergulimya otonomi daerah yang 

di bakukan dengan UU No: 32 Tahun 2004 
tentang otonomi daerah tentu saja dibutuhkan 
peran serta masyarakat dalam perencanwm, 
pelaksanaan clan pengendalian pembangunan. 
Akan tetapi, dalam mendirikan suatu 
pemerintahan di daerah yang baik tidak sama 
dengan memancangkan sebuah papan nama 
clan sim-salabim semuanya selesai. Tanpa 
memahaminya sebagai demikian, kita alcan 
mengalamj suatu kesulitan yang berujung 
pada adanya. suatu kekecewaan. Hal tersebut 
di.karenakan karena dalam mendirikan suatu 
pemerintahan begitu banyak melibatkan 
berbagai sektor kehidupan, seperti hukum, 
politik, ekonomi, sosial clan last but not least 
perilaku kita sendiri. Saat ini dapat kita lihat 
pelaksanaan otonomi daerah belum 
smiaksimal mnngkin dilakukan oleh tiap-tiap 
dacrah. Masih banyak terjadi ketimpangan di 
berbagai sektor kehidupan yang 
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari 
otonomi daerah itu sendiri. Dari pengamatan 
terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah 
tcrutama dUU>at dari sisi praktik hukum, 
selama ini tampak sekali adanya intervensi 
olch perilaku terhadap normativitas 
(perintah) dari hukum. Aparat di daerah 
maupun dipusat terkadang hanya 
menjaJankan "perintah-perintah tertulis 
hitam-putih" tanpa bertanya pada diri mereka 
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sendiri "apakah yang saya lakukan ini sudah 
baik untuk rakyat, dan sudah optimal untuk 
rakyat?". Seharusnya seorang pejabat daerah 
tidak mencitrakan diri sebagai birokrat biasa 
yang berkedudukan dan berkekuasaan akan 
tetapi mereka seharusnya berjuang untuk 
menciptakan suatu iklim pemerintahan 
daerah yang mampu membahagiakan rakyat 
di daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya 
suatu hukum yang progresif demi terciptanya 
pemerintahan daerah yang berhati nurani clan 
mampu membahagiakan rakyat di daerahnya. 

Rumusan masalah: 
1. Apa sebenamya hukum progresif itu? 
2. Bagaimana konsep hukum progresif 

dalam pemerintahan daerah? 
3. Apakah hukwn progresif mampu 

diterapkan dalam pemerintahan daerah 
untuk menjamin terciptanya 
kesejahteraan rakyat di daerah? 

Tujuan Penulisan 
Ada beberapa alasan mengapa tulisan lDl 

dibuat penulis, yaitu : 
1. Menjelaskan defenisi hukwn progresif 
2. Memaparkan konsep hukum progresif 

dalam pemerintahan daerah 
3. Menjelaskan penerapan hukum progresif 

dalam pemerintahan daerah untuk 
menjamin terciptanya kesejahteraan 
rakyat di daerah 
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METODE PENELITIAN 
Bentuk Penelltian 

Bentuk penelitian yang alcan digunakan 
dalam penelitian adalah survey · dengan 
dukungan piranti statiska deskriptif didukung 
dengan study pustaka yang mendukung 
kegiatan penelitian yang dilakukan. 

Pendekatan yang dilakukan adalah 
bersifat yuridis normatif sosiologi. 
Pendekatan yuridis normatif dimaksud.kan 
meneliti bahan-bahan kepustakaan um.um, 
penmdang-undangan yang · berlalru, yang 
berkaitan dengan permasalahan. 

Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Pemerintah 

Propinsi Sumatera Utara 

Popului dan Sampel 
Populasi dalam penelitian lD1 adalah 

seluruh aparat dan perangkat Pemerintah 
Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu diambil 
sampel secara purposif , baik kepada Unit 
kerja secara internal maupun kepada publik 
secara ekstemal, sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 

Teknik Pengumpulan Data 
Te.knik pengumpulan data pada penelitian 

ini berupa data skunder.Data skunder 
meliputi bahan yang berhubungan dengan 
masalah yarig diteliti seperti, buku-buku 
referensi, basil-basil penelitian, · majalah, 
artikel, jumal, peraturan perundangan dan 
surat keputusan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Basil 

Setelah diberlakukannya UU No: 32 
Tahun 2004 tentang otonomi daerah, 
sebagian besar musan publik yang semula 
menjadi urusan pemerintahan pusat, sekarang 
menjadi urusan daerah. Otomatis dengan 
adanya UU itu diharapkan pemerintah daerah 
mampu memberikan pelayanan yang lebih 
efektif clan efisien. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya masih terdapat berbagai 
masalah. Sesuai dengan tuntutan otonomi 
daerah, yakni untuk pendidikan politik, 
pelatihan kepemimpinan, penciptaan 
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stabilitas politik dan menciptakan 
demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, 
maka secara teoritis ada beberapa 
keunggulan yang bisa dimanfaatkan dari 
konsep otonomi daerah. Keunggulan tersebut 
antara lain adalah: 
• Political equality . Dengan adanya 

otonomi daerah, akan membuka 
kesempatan bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 
politik di tingkat lokal. 

• Local acco11nta/Jility local 
accountability berarti bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah akan 
meningkatkan kemampuan pemerintah 
daerah dalam memperhatikan hak-hak 
masyarakat Dan dapat berarti pula 
bahwa dengan otonomi daerah akan 
tercipta proximity antara aparat 
pengambil keputusan di tingkat lokal 
dengan para konstituennya, sehingga 
pembagian kelrnasaan akan semakin 
dipertimbangkan sebagai jaminan 
bahwa tuntutan masyarakat itu didengar 
sehingga pelayanan publik akan menjadi 
semakin simetris dengan preferensi 
warganya. 

• Local raponsMIU!SS , yang berarti 
bahwa dengan otonomi daerah, maka 
asimetri informasi antara masyarakat 
dengan para pengambil keputusan yang 
dimasa lalu terjadi sebagai akibat 
dikelolanya sebagian bcsar urusan 
publik oleh pemerintah pusat akan 
semakin diperkecil. Pemerintah Daerah 
yang diasumsikan lebih mengetahui 
preferensi publik warganya 
dibandingkan pemerintah pusat, akan 
semakin mcndekatkan pada tujuan 
otonomi daerah tadi. 
Kegagalan yang mungkin terjadi dari 

pencapaian tujuan-tujuan otonomi daerah ini 
adalah kemampuan elit lokal, prosedur 
demokrasi, serta proses politik antara warga 
dengan otoritas kebijakan itu sendiri dalam 
menentukan pilihan publik (public choice) . 
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah 
harus menciptakan perluasan wewenang 
warga dan masyarakat dan bukannya 
perluasan wewenang elit daerah. 

9 
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Guna mendorong ke arah tersebut dan 
meajap proses refonnasi kelembagaan dan 
penaelolaan kebijakan dan administrasi 
publik di dacrah maka diperlukan upaya 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan kebijakan dan administrasi 
publik yang didukung olch sistem hukum 
yang adil dan dapat melindungi masyarakat. 
Berkenaan dengan perubahan paradigma 
tersebut dan di dukung dengan tuntutan 
masyarakat yang ~akin kuat, merupakan 
tantangan bagi Pemerintah Dacnsh untuk 
memberikan pelayanan a.dministrasi publik 
yang lebih efektif dan efisien, paripuma dan 
transparan. 

Untuk itu diperlukan inovasi dan 
terobosan-terobosan baru dalain penycleng­
praan pemerintahan yang meliputi 
reorientasi kelembagaan, sikap aparatur dan 
yang terpenting adalah adanya kemauan 
politik (political will) dari birokrasinya itu 
sendiri. Selama ini ada kesan antipati dari 
masyarakat tedtadap birokrasi di daerah 
sebagai akibat kurang baiknya kualitas 
pelayaoan dan a.dministrasi publik yang 
diberikan. Nuansa praktek Kolusi, Korupsi 
dan Nepotisme dan mis-manajemen di semua 
lini birokrasi ditambah dengan kurang 
transparan dan mm1mnya publikasi 
peraturan-peraturan umum menjadi suatu 
peri1aku yang membudaya clan sangat sulit 
untuk ditembus. 

Pemb1b111n 
Ide hukum progresif sebenamya adalah 

untuk membcbaskan manusia dari bclenggu 
hukum. Hukum harus mampu memberi 
panduan dan tidak membelenggu. Manusia­
man\Mialah yang berperan lebih penting. 
Hukum ada)ah untuk rakyat bukan 
sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum 
maka yang akan terjadi adalah segala sesuatu 
yang dirasakan oleh rakyat akan ditepis 
karena yang dibaca hanyalah peratunm 
tertulis saja. Demikian juga dengan yang 
akan terjadi di daerah jika rakyat di daerah 
adalah untuk hukum maka yang akan terjadi 
adalah segala sesuatu yang dirasakan rakyat 
di daerah akan disepelekan karena yang 
dibaca hanyalah peraturan tertulis hitam-
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pulih saja tanpa mengindahkan suara akar 
rumput. Seorang aparatur pemerintahan 
daerah yang berpikir progresif akan selalu 
menanyakan "apakah peran yang mampu 
saya berikan dalam masa refonnasi ini bagi 
daerah saya?" Dengan demikian ia akan 
menolak jika dikatakan bahwa ia hanya 
mampu mengeja hitam putihnya suatu 
peraturan. Aparatur daerah yang baik 
menurut konsep hukum progresif ini adalah 
seseorang yang mampu meletakkan telinga 
ke degup jantung rakyatnya. Dari tulisan 
diatas dapat diketahui bahwa apa yang ingin 
saya sampaikan tentang hukum progresif 
adalah suatu hukum yang maju dan 
berkembang yang tidak hanya memandang 
hukum itu sebagai suatu konsep tekstual akan 
tetapi memandang hukum itu sebagai sesuatu 
yang hidup, tumbuh dan berkembang di 
masyarakat Hukum progresif adalah hukum 
yang membutuhkan peran aktif baik 
masyarakat maupun aparatur pemerintahan 
yang tidak hanya mampu mendengarkan 
suara hati rakyat tetapi j uga aparatur 
pemerintahan yang berani dan menjalankan 
hukum dan pemerintahan tidak hanya dengan 
logikanya akan tetapi juga dengan 
menggunakan kecerdasan spiritualnya. 

Melihat kenyataan di lapangan, dalam 
suatu pemerintahan daerah, terdapat satu 
kenyataan penting yang ditemukan dalam 
masyarakat adalah betapa masyarakat itu 
juga memiliki kekuatan otonom untuk 
menata dirinya sendiri. Sebclum adanya 
peraturan pun masyarakat sudah 
menunjukkan kemampuannya untuk 
mengatur diri sendiri. Negara hukum tidak 
sama sekali menghilangkan atau 
menghentikan kemampuan clan kekuatan 
masyarakat itu. Secara tidak langsung 
kekuatan asli clan otonom itu tenggelam, 
tetapi tidak hilang atau habis sama sekali, ia 
tetap bekerja secara diam-diam (laten). 

Menurut catatan Dr. La Ode Ida, 
"lmplementasi otonomi daerah sebenamya 

diharapkan untuk lebih meninglcatlcan 
kualitas pelayanan publik, memperbaild 
kualitas atau derajat kesejahteraan atau 
kelayakan hidup rak:yat, di mana 
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pemerintahan dan pembangunan dikelola 
dalam proses-proses yang demokratis." 

Akan tetapi mlihat kenyatan di 
lapangan, tidak semua daerah mampu 
melaksanakan hal itu, dan dalam 
pelaksanaannya tetap saja belum maksimal. 
Oleh karena itu menurut saya alangkah 
bagusnya jika aparatur pemerintahan di 
daerah mampu berpikir lebih progresif 
melakukan pembebasan yang dirumuskan ke 
dalam gagasan dan tipe hukum progresif , 
yaitu mengubah secara cepat, melakukan 
pembalikan yang mendasar dalam teori dan 
praksis hukum clan pemerintahan, serta 
melakukan berbagai terobosan dalam 
pelaksanaan pemerintahan di daerah. 
Pembebasan itu didasarkan pada pnns1p 
bahwa: "Hulcum adalah untuk manusia dan 
bu/can sebaliknya , ... dan hulcum itu tidak ada 
untuk dirinya sendiri, melainkan untuk 
sesuatu yang lebih luas, yaitu, ... untuk harga 
diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, 
dan kemuliaan manusia. " 

Oleh karena itu, dengan adanya 
penerapan suatu hukum yang lebih progresif 
dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah 
yang ditunjang dengan aparatur 
pemerintahan yang mampu berpikir progresif 
dan mau serta mampu mendengarkan hati 
nuraninya diharapkan pelaksanaan otonomi 
daerah di tiap-tiap daerah dapat terlaksana 
secara efektif dan efisien dan mampu 
mewujudkan kebahagiaan, keamanan, 
ketertiban serta kesejahteraan bagi 
masyarakat di daerahnya 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Hukum progresif adalah hukum yang 

hidup dan berkembang, yang didukung 
peran aktif baik masyarakat maupun 
aparatur pemerintahan yang tidak hanya 
mampu mendengarkan suara hati rakyat 
tetapi juga aparatur pemerintahan yang 
berani dan menjalankan hukum clan 
pemerintahan tidak hanya dengan 
logikanya akan tetapi juga dengan 
menggunakan kecerdasan spiritualnya. 

2. Dari adanya suatu konsep hukum 
progresif diharapkan terwujud suatu 
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pemerintahan daerah yang didukung 
dengan aparatur pemerintahannya yang 
mampu dan mau mendengarkan suara 
hati rakyatnya. 

3. Dengan penerapan hukum progresif 
dalam pemerintahan di daerah sebagai 
suatu gagasan diharapkan mampu 
mendukung peJaksanaan otonomi 
daerah sehingga tercapai kebahagiaan, 
keamanan, ketertiban, serta 
kesejahteraan bagi masyarakat. 

Saran 
1. Dalam penerapan hukum progresif di 

lapangan hendaknya aparatur 
pemerintahan memiliki keberanian 

.. untuk tidak hanya menjadi macan 
kertas. 

2. Aparatur yang baik menurut konsep 
hukum progresif adalah aparat yang 
mampu dan mau mendengarkan hati 
nuraninya dan suara rakyat untuk 
menegakkan kebenaran demi 
terciptanya keadilan, kebahagiaan 
serta kesejahteraan bagi masyarakat. 
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